* Aglomerasi Perkotaan
di Daerah Istimewa Yogyakarta

- Mudrajad Kuncoro

regions, cities, and industries.

Agglomeration has become a ceniral attention in the literature of economic geography,
business strategy and national competitiveness, and regional studies. However, we still
know little of how commonmn and widespread the phenomenon of agglomeration across

This paper explores the nature of agg!omefatfon where it tends to locate in DIY, and the

- driving forces underpinning agglomeration. It found that urbanisation and industriafisation
lend to merge and form an extended city of Yogyakarta. The pattern and dynamics of
agglomeration has been extending, albeit bringing wider inequality spatially. Hence, a
common ‘spaceless” regional development strategy is urgently reformed.
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enduduk dunia makin fama semakin

banyak yang tinggal di kota.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
melaporkan bahwa hampir separo penduduk
dunia tinggal di wilayah perkotaan (UN, 1998:
2}. Laporan tersebut juga menyajikan
proyeksi yang menarik: Pertama, begitu
melewati milenium baru, untuk pertama kali
dalam sejarah umat manusta, penduduk
perkotaan akan melampaui jumlah
penduduk yang tinggal di perdesaan. Kedua,
pada tahun 2030 diperkirakan 3 dari 5
penduduk dunia akan tinggal di wilayah
perkotaan, baik kota kecil, kota besar,
maupun kota metropolitan. Beberapa pakar
sependapat bahwa dasawarsa terakhir abad
ke-20 akan menjadi saksi apakah penduduk
perkotaan melebihi penduduk perdesaan

untuk pertama kalinya dalam sejarah (Clark;

1996). Kendati fenomena ini amat monu-
mental, kejadian historis ini relatif kurang
mendapat perhatian.

Tingkat urbanisasi di negara-negara -

Asia Tenggara lebih tinggi dibanding negara-
negara Asia lainnya. Selama empat
dasawarsa terakhir, tingkat urbanisasi—
yang diukur dengan persentase penduduk
vang tinggal di daerah perkotaan—
meningkat hampir dua kali lipat di negara-
negara ASEAN (Tabel! 1). Pada tahuri 1960,
tingkat urbanisasi di negara-negara ASEAN
sebesar 20 persen, sedikit di bawah negara-
negara Asia lainnya. Pada tahun 1985,
hampir semua negara-negara ASEAN
memiliki tingkat urbanisasi yang jauh lebih
tinggi dibanding rata-rata negara Asia."
Kendati démikian, pada skala global, tingkat:

urbanisasi di negara-negara ASEAN masihis

tergolong rendah. Ini terbukti dari tmgkat
urbanisasi dunia pada tahun 1960 dan 1995
masing-masing sebesar 34 persen dan 45
persen, yang lebih tinggi danpadarata-rata

tingkat urbanisasi ASEAN. PR S

-

Industrialisasi telah menjadl Kékuatan

" utama (driving force) di balik urbanisasi yang
cepat di kawasan Asia- se}ak dasawarsa 2"
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1980-an. Kecuali dalam kasus industri
berbasis sumberdaya (resource-based in-
dustries), industri manufaktur cenderung
berlokasi di dalam dan di sekitar kota.

Pertanian dan industri berdampingan,

bahkan kadang berebut lahan di seputar
pusat-pusat kota. Pada gilirannya semakin
mengaburkan perbedaan baku antara desa
dan kota (McGee, 1991). Industri cenderung
beraglomerasi di daerah-daerah di mana
potensi dan kemampuan daerah tersebut
memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka
mendapat manfaat akibat lokasi perusahaan
vang saling berdekatan. Kota umumnya
menawarkan berbagai kelebihan dalam
bentuk produktifitas dan pendapatan yang
lebih tinggi, yang menarik investasi baru,
teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil
dalam jumlah yang jauh lebih tinggi
dibanding perdesaan (Malecki, 1991).

aktifitas ekonomi maupun penduduk di
perkotaan, menjadi isu sentral dalam
literatur geografi ekonomi (Krugman, 1998),
strategi bisnis dan peningkatan daya saing
nasional {Porter, 1998a; Porter, 1998b), dan
studi-studi regional (Maskell, et al. 1997;
Scott & Storper, 1992). Ini disebabkan
karena pertanyaan “mengapa” (why} industri
manufaktur cenderung memilih berlokasi di
dalam dan di sekitar kota-kota utama belum
terjawab dengan mémuaskan. Kita masih
belum memahami seberapa jauh dan
menyebarnya fenomena aglomerasi antar
daerah, kota, dan industri.

Artikel ini akan menfokuskan pada
analisis dinamika aglomerasi di propinsi
Daerah istimewa Yogyakarta. Pertama,
akan disajikan terlebih dulu apa yang
dimaksud dengan aglomerasi. Kedua, di

mana dan bagaimanakah perkembangan

Tabel 1. Urbanisasi di Negara ASEAN, 1995 dan 1960

Negara Tingkat Urbanisasi (%)
1995 1960
Thailand 20.0 12.5
Indonesia 35.4 14.6
Philippines 54.0 30.3
Malaysia 53.6 26.6
Brunei 69.2 43.4
Cambodia 20.4 10.3
Laos 20.7 7.9
Vietnam 19.4 14.7
ASEAN| 36.6 200
Asid ) 34“4 ?O 8
Worid s, 3 83.6

Kawasan- perkotaan
Sumber? UN, 1998.

Oleh karena itu, dapat dimengerti

aglomera3| di DIY, yang tldak ‘dapat -
apablla aglomerasi (agglomeration), baik  dipisahkan dengan adanya kaltanyang erat

1 Tldak termasuk Singapura karena merupakan negara kota dengan 100% penduduk tinggal di
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antara proses perkembangan kota dan
industrialisasi. Ketiga, adanya aglomerasi
aktivitas ekonomi dan_penduduk di kota
Jogja yang cenderung ke arah utara (baca:
‘kabupaten Sieman) telah menyebabkan
peningkatan ketimpangan pembangunan

Kulon Progo dan Gunung Kidul ternyata-

antar kabupaten/kota -di DIY. Kabupaten ~

Dari kutipan-kutipan definisi di atas
dapat ditarik benang merah bahwa suatu
aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan
kiuster industri. Namun suatu kluster, atau
superkluster di Brazil, atau*bahkan
kumpulan kluster tidak dapat diidentikkan
dengan suatu kota. Nama-nama populer

- seperti Silicon Valley di AS atau Sinos Val-

relatif tertinggal dibandingkan daerah iain di -

- . DIY. Masalahnya, mengapa kedua daerah
- ini tertinggal? Bagaimanakah strategi

percepatan pembangunan daerah-

. tertinggal?

Konsep Aglomerasn

Apa yang dimaksud dengan
aglomerasi? Montgomery mendefinisikan
aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari
aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan
karena “penghematan akibat lokasi yang
berdekatan (economies of proximity)... yang

diasosasiakan dengan kluster spasial dari.

perusahaan, para pekerja, dan konsumen”
(Montgomery, 1988).

Ini senada dengan Markusen (1996)
yang menyatakan bahwa aglomerasi
merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah
berubah” akibat adanya penghematan
eksternal yang terbuka bagt semua
perusahaan yang letaknya berdekatan
- dengan perusahaan lain dan-penyedia jasa-
jasa; dan bukan akibat katkulasi perusahaan
atau para pekerja secara individual.
Markuser menulis bahwa agiomerasi
menunjukkan:

‘the stickiness of a place resides not
in the individual locational calculus of
firms or workers, but in the external
economies-available to each firm from
its spatial conjunction with other firms
and suppl:ers of services” (Markusen,
1996) .

ley di Brazil menunjukkan bentuk-bentuk

"geografis yang berbeda, demikian juga

literatur kluster industri seperti Emilia-
Romagna di Italia.

Perkembangan konsep dan pemikiran
mengenai aglomerasi dapat dirangkum dalam
Gambar 1. Gambar tersebut memperlihatkan
bahwa setiap studi atau teori mengenai
agiomerasi dapat digolongkan dalam
perspektif klasik atau moderen (Kuncoro,

2002: bab 2). Perspekif kiasik percaya bahwa

aglomerasi merupakan suatu bentuk spasial
dan diasosiasikan dengan konsep

~ “penghematan akibat aglomerasi” (econo-

mies of agglomeration) melaiui konsep

. ekstemalitas. Para pendukung perspektif ini
- telah meietakkan dasar-dasar model mikro

mengenai eksternalitas akibat skala
ekonomis (Fujita & Ogawa, 1982; Fujita &
Thisse, 1996). Belakangan, jalur pemikiran
ini ditindaklanjuti dengan berbagai studi
empiris yang mencoba menganaiisis dan
mengestimasi besamya skala ekonomis,

- sebagaimana terlihat dari karya Gélder

(1994), Henderson (1988), dan Sveikauskas
(1975). Semeritara itu, para ahli ekonomi
perkotaan mendefinisikan kota sebagai hasil
dari produksi aglomerasi secara spasial.
Pada gilirannya hal ini- mendorong
tumbuhnya literatur mengenai formasi kota.

Perspektif.moderen menunjukkan :
béberapa kelemahan teori Klasik mengenai -
aglomerasi. Pada konteks ini, tiga jalur
pemikiran dapat diidentifikasi. Pertama,
teori-teori baru mengenai eksternalitas. -
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dinamis (dynamic externalities). Kedua, an, kebanyakan studi memformalkan model

mazab pertumbuhan perkotaan. Ketiga,
paradigma berbasis biaya transaksi.

yang mencoba menjelaskan daya tarik
lokasi kawasan perkotaan. Periode ketiga

Gambar 1. Perkembangan Konsep dan Pemikiran Mengenai Aglomerasi

AGLOMERASI
KLASIK ; MODEREN
Penghematan ekstemal Formasi Eksternalitas | | Pertumbuhan - | | Biaya
(External economies) Perkotaan | Dinamis Kota transaksi
/ \1 y
Lokalisasi vs Marshall- Jacobs Central Flace
thanisasi Arrow-Romer vs Nefwork
urbanisasi Sustem
h 4 y y l
Increasing retums akibat skala Knowledge spillover Ketergan-tu- Meminimalkan biaya
ekonomis akibat " || nganskalavs transaksi akibat skala
keanekaragaman netralitas ekonomis

Sumber: Kuncoro {2000; 2002)

Dalam menjelaskan fenomena
aglomerasi, banyak ekonom mendefinisikan
- kota sebagai hasil dari proses produksi

aglomerasi secara spasial. Dalam’
khasanah studi perkotaan yang secara

intensif dilakukan oleh para ekonom agaknya
. dapat diidentitikasi empat periode evolusi
pemikiran (Quigley, 1998: 127-9). Pada
perode pertama, yaitu beberapa dasawarsa
setelah Perang Dunia |, fokus analisis adalah
pada faktor-faktor yang mempengaruhi
lokasi perusahaan dan rumah tangga dalam
suatu kota. Pada periode kedua, yang
dimulai pada pertengahan dasawarsa 1960-

- muncul dari analisis yang intensif mengenai

kota-kota utama di AS (misalnya, New York)
dan memperkenalkankonsep ekstemalitas,
yang muncul akibat skala ekonomis. Saat
ini, kita berada dalam pertengahan periode”
keempat dalam mencoba memahami
perekonomian kota. Pada periode ini; kota
digunakan untuk menganalisis hakekat dan

- sebab-sebab ‘pertumbuhan ekonomi.

Kebanyakan analisis aglomerasi secara
implisit mengasumsikan bahwa formasi dan

:perkembangan kota -dapat dipahami bila

mekanisme konsentrasi produksi secara -
spasial telah dimengerti dengan benar.
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Tabel 2. Jumiah Penduduk per Kabupateanota di Prop1n5| D.l. Yogyakarta,

~1990-2000
‘ Kabupe_lten/Kota ot 1930 % Total 2900 % Pertq'mbuhan
- |Lkuomprogo | 37237 | 1278| - 370965| - 11,88 0,04
2.Bantul - . |- .-696.944 23,92 781.059 - 25,02 1,19
1 3. Gunungkidul 651,016 | 22,35| ~ 670544 = 21,48 0,31
4. Steman 780381  2679| T 90L735| | 26,89 1,51
5. Yogyakarta | 412392|. - 14,16 |  397.398 12,73 | -0,38
| propinst pIv 2.913.054 100,00 |  3.121.701 100 0,72

Sumber: BPS D.l. Yogyakarta, 2000

Tabel 3.' Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sleman, 1999-2003

= 1999 . 2003
Kecamatan/Kota | ropgy % Total o | Pertumbuhan
1. Moyudan - | 33.377 a0 34143 3,9 0,02
2. Minggir 34.308 41 3499 40| - 002
3. Seyegan . 41.880 50| 42861 48 0,02
4._Godean_ "56.531 67|  59.320 6.7 0,05
5. Gamping . 64.828 77| 7043 | 8.3 0,09
| B: Miat]_ 65757 | - 78| 70403| . 80 0,07
7. Depok 106730 127| 115.109 3.0 0,08
8. Berbah .| 39793 47| - 41555 4,7 0,04
9. Prambanan 43.685 52|  44.829 5.1 0,03
10. Kalasan ~ 54.138 65|  56.187 6.4 0,04
11. Ngemplak 43712 52| 46.661 53 0,07
5. Toagiik | 64538 77|  70.050 79 0,09
{ 13. Sleman 54.845 65|  57.652 6,5 0,05
14. Tempel | 4s.032 55| . 47.751 5.4 0,04
15. Turi 32.141 38| 33742 3.8 0,05
16. Pakem - |- 30.250 36| 31868 36 0,04
17. Cangkringan ~ |  26.083 31| 2an 3,1 0,05
Kabupaten Sleman 836.628 884.727 - - -

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka (1999 &2003)
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Aglomerasi di DIY

DIY adaiah provinsi yang unik secara
demografik. Jumiah penduduk DIY hanya
sekitar 3,1 juta jiwa pada tahun 2000 dan
memiliki angka pertumbuhan penduduk
0,72%, yang paling rendah di Indonesia.
Dengan sekitar 60% penduduk tinggal di
daerah perkotaan, DI'Y merupakan provinsi
dengan penduduk paling padat kedua di In-
donesia, setelah DKI Jakarta. Rata-rata
tingkat kepadatan penduduk DIY pada tahun
2000 sebesar 980 orang/km?, dengan tingkat
kepadatan tertinggi di Kota Yogyakarta
(12.228 orang/km?) dan terendah di Gunung
Kidul (451 crang/km?).

Aglomerasi penduduk DIY cenderung
berada di kota Jogjakarta dan kabupaten
Sleman. Dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 1,51% per tahunselama
1890-2000, Kabupaten Sleman memiliki
pertumbuhan penduduk tertinggi di Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (lihat Tabel 2), .
diikuti Bantul dan Gunungkidul, sedang Kota-

Yogya dan Kulonprogo mengalami
pertumbuhan negatif. Dari segi jumlah
- penduduk, Kabupaten Sleman juga memiliki
penduduk terbesar diikuti Bantul,
Gunungkidul, Jogja dan Kulonprogo.

Secara demografis hal ini menunjukkan
bahwa di Sleman terdapat aktivitas yang
tinggi dalam bidang kependudukan berupa
bertambahnya para pendatang, meningkatnya

angka kelahiran, dan banyaknya pasangan -

usia subur. Pada gilirannya, hal ini
menunjukkan adanya fenomena perkotaan,
terutama Extended Yogyakarta Urban Re-
gion, yaitu kota Yogyakarta ditambah
kecamatan-kecamatan di Kabupaten
Sleman yang berbatasan langsung dengan
Yogyakarta.

-Jika'dilihat [ebih rinci lagi, penyumbang
jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten
Sleman ternyata adalah Kecamatan Depok,

Gamping, Mlati, dan Ngaglik yang berada
di bagian selatan Sleman. Kecamatan-
kecamatan tersebut merupakan wilayah
yang perkembangannya diarahkan untuk
mendukung perkembangan (agiomerasi)
Kota Yogyakarta. Keempat kecamatan ini
mengalami pertumbuhan yang cepat dalam
jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi
sebagai pengaruh banyaknya mahasiswa
dan pendatang (lihat Tabel 3). Dengan
demikian, bisa dikatakan bahwa wilayah
tersebut merupakan pertumbuhan

_perkotaan/kawasan kota di Kabupaten

Sleman.

Jika dilihat dilihat dari kepadatan
penduduk per kecamatan per km persegi
(lihat Tabel 4), kecamatan yang memiliki
kepadatan penduduk di atas 1.800 orang per
km? selain Gamping,Ngaglik, Mlati dan
Depok adalah Godean dan Kota Sleman.
Walaupun jumlah penduduk di Godean dan -

‘Sleman di bawah 70 ribu (tahun 2003),

kepadatan penduduknya cukup tinggi (di

‘atas 1.800 orang per km?). Ngaglik yang

jumlah penduduknya di atas 70 ribu orang,
hanya mempunyai kepadatan penduduk
sebesar 1.800 orang/km?

‘Dari uraian di atas, dengan melihat
komposisi penduduk Sleman, maka dapat
disimpulkan bahwa wilayah selatan
Kabupaten Sleman yang meliputi
kecamatan Gamping, Milati, Ngaglik dan
Depok ditambah lagi dengan Kecamatan
Godean dan Sleman memang merupakan
basis pertumbuhan perkotaan yang
membentuk satu aglomerasi dengan Kota
Jogja. Kecamatan Godean, Sleman dan
Ngaglik, kendati terletak agak jauh dari Kota
Yogyakarta, telah berkembang menjadiarah
kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan
sekitarnya sehingga menjadi pusat
pertumbuhan. indikator kependudukan .
ketiga kecamatan/kota tersebut memiliki -

UNISIA NO. 59/XXIX/1/2006
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kepadatan penduduk yang cukup tinggi yang
mencerminkan tingginya aktivitas
kependudukan sebagai- salah satu
fenomena perkotaan.

dilakukan dengan melihat konsentrasi
spasial per kecamatan dari industri Besar
dan Menengah (IBM) yang ada di Kabupaten

“Tabel 4. Kepadatan Penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Sieman, 2003

~ °  Kecamatan Penduduk - Kepad_atan;n?nduduk per
‘| Moyudan 34.143 1.236
-Minggir 34.990 |- 1.283
Sayegan 42,861 1.610
Godear 59.320 | 2.210
Gamping 70.435 2.408
Miati 70,403 2.469
Depok 115:109 3.238
Berbah 41.555 1.808
Prambanan 44,829 1.084
Kalasan ~ 56.187 1.568
Ngemplak " 46,661 1.307
Ngaglik 70.050 1.819
Sleman 57.652 1.841
Tempel 47.751 1.470
Turi 33.742 783
| Pakem 31.868 | 727
Cangkringan T 27,171 566
Jumlah 884.727 1.539

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2003

Dinamika aktivitas ekonomi di DiY
- menimbutkan konsentrasi aktivitas ekonomi
. di kota Yogya dan kabupaten Sleman.
Aglomerasi ekonomi di kedua daerah ini
nampaknya tumbuh pesat, sebagaimana
tercermin dari tingginya pertumbuhan
ekonomi yang melebihi rata-rata DIY (lihat

gambar 2). Menjamurnya rumah makan,

rumah kos, berbagai aktivitas perdagangan
dan jasa, berjalan seiring dengan
dibangunnya universitas dan hotel.
Apakah aglomerasi penduduk juga
sejalan dengan aglomerasi industri di DIY?
Identifikasi wilayah perkotaan juga bisa

Sleman. Déengan menggunakan metode
identifikasi kluster yang telah dikembangkan
dalam literatur Industri (Kuncoro, 2002),
Gambar 3 menyajikan peta lokasi IBM
Kabupaten Sleman. Terlihat bahwa
keonsentrasi IBM berada di kawasan selatan
Kabupaten Sleman, yang juga merupakan
wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta.
Adanya akses jatan, khususnya ring road
dan jalan raya yang menghubungkan Kota
Yogyakarta dan Magelang, ikut berperanan '
dalam membentuk aglomerasi mdustn di
sepanjang kedua jalan ini.
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Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di DIY, 1992-2003

Pertumbuhan PDR

15.00

B DIY, 1993-2003

10.00

5.00

0.00
-5.00

-10.00

Pertumbuhan

-15.00

-20.00

—e—Kulonprogo —=— Bantul
—>— Sleman —*— Jogja

—&— Gunungkidul

(Menurut Harga Konstan 1993, dalam %)

Ketimpangan Antar Daerah di DIY

Pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi
aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman ternyata telah jauh
meninggalkan daerah lainnya. Dengan
menggunakan sejumlah indikator ekonomi-
dan sosial, harus diakui Gunung Kidul dan
- Kulon Progo relatif memang tertinggal.
Selama 1997-2000, rata-rata kabupaten/
kota di. DIY mengalami kontraksi
pertumbuhan ekonomi -3,11%, dengan rata-
rata PDRB per kapita Rp 1,66 juta {lihat Tabel
5). Pada periode krisis tersebut, Gunung
Kidul mengalami pertumbuhan -1,2%,

bahkan Kulon Progo lebih parah anjlok --
8,5%; PDRB per kapita Gunung Kidul dan
Kulon Progo masing-masing Rp 1,36 juta
dan Rp 973,2 ribu. Selama 2001-2003,
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di
DIY sudah mulai pulih dengan rata-rata
3,16%, dengan rata-rata PDRB per kapita
Rp 1,79 juta. Pada pericde awal otonomi
daerah ini, Gunung Kidul mengalami
pertumbuhanpesitif 2,1% dan Kulon Progo.
tumbuh 2,6%; PDRB per kapita Gunung
Kidul dan Kulon Progo masing-masing Rp
1,44 juta dan Rp 999,7 ribu.

Sebelum tahun 1997, Gunung Kidul
dikenal sebagai kabupaten yang paling

10
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Gambar 3. Peta Sebaran Industri Menengah dan Besar per Kecamatan di
Kabupaten Sleman Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja, 2001

B Rensish

Sumber: Kuncoro, et al. {(2005)

Tabel 5. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB pér Kapita

Kabupaten/ 1997-2000 2001-2003

Kota Pertumbuhan PDRB per | Pertumbuhan | PDRB per
ekonomi* kapita** ekonomi* kapita**

Jogjakarta -2,67 3.310.478 3,37 3.679.107

Sleman ) -1,17 1.588.300 4,16 1.700.146

KulonProgo -8,53 973.190 2,60 999.686

Bantul -2,01 1.068.987 3,59 1.132.711

GunungKidul -1,17 1 1.359.180 2,09 1.439.210

Rata-rata DIY . - -3,11 1.660.027 3,16 1.790.172

Keterangan: .

* Uji beda rata-rata pertumbuhan ekonomi signifikan pada derajat keyakinan 99%.

* *Uji beda rata-rata PDRB/kapita tidak signifikan pada derajat keyakinan 95%

Sumber: Diolah dari BPS
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tertinggal di DIY. Namun, ternyata selama
1897-2003, Gunung Kidul sudah jauh
berubah. Rekor pertumbuhan. ekonomi
Gunung Kidul temyata melebihi rata-rata
_kabupaten/kota di DIY. Artinya, tingkat
pembangunan di Kabupaten tersebut amat
pesat di atas rata-rata daerah lain di DIY.
Kendati demikian, PDRB per kapitanya
masih di bawah rata-rata DIY. Ini
mencerminkan masih rendahnya
kesejahteraan masyarakat. Tingkat
kemiskinan di kabupaten Gunungkidui
memang masih substansial.

Tabel 5 juga memperlihatkan
perubahan mendasar yang layak dicatat di
DIY adalah pertumbuhan ekonomi. Uji beda
rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah
kabupaten/kota di DIY terbukti signifikan,
sementara PDRB per kapita tidak signifikan.
Dengan kata lain, dilihat dari perspektif
ekonomi, rekor perubahan rata-rata
pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah
otonomi daerah amat meyakinkan: dan
3,1% menjadi 3,16%.

Indikator sosial, terutama kemiskinan
dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
juga menunjukkan kesimpulan serupa (lihat
tabel 6). IPM di kabupaten Gunung Kidul
dan Kulon Progo juga berada dalam papan
bawah pada tahun 1999, yaitu masing-
masing 63,6 dan 65,8, yang jauh di bawah
rata-rata IPM DIY sebesar 68,7. Padahal
IPM DIY tercatat memegang peringkat
nomor 2 terbafk secara nasional. Pada
tahun 2002, IPM DIY turun menjadi peringkat
ke-3; sementara peringkat IPM Kabupaten

-Gunung Kidul meningkat menjadi urutan ke-

140'namun Kulon Progo justru mengalami
penurunan peringkat menjadi urutan ke 76.

Rekor IPM di DY sejalan dengan
catatan angka kemiskinan. Rata-rata tingkat
kemiskinan untuk Propinsi DIY tahun 2003
adalah 19,1%, dengan urutan kabupaten
yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi
adalah Gunung Kidul (25,2%), diikuti Kulon
Progo (25,1%), kabupaten Bantul (18,6%),

. kabupaten Sleman (15,5%), dan kota

Yogyakarta (12,8%).

Tabel 6. Peringkat Pemﬁéngunanf Manusia

Kabupaten/kota IPM : Peringkat IPM
1996 2002 1996 2002 -
Kulon Progo 70 69,4 o - . o
Bantul 69,5 68,4 20 |- 94-
Gunung Kidul 653 |° 67.1 187 140
Sieman 729 693 a3 20
Yogyakarté_ 761 27 | s - 5
Loy 78 [ 708 | 2 3

Sumber: BPS, Bappenas; UNDP (2004)
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Faktor Penyebab Ketimpangan

‘Salah satu penyebab utama
ketertinggalan Gunung Kidul dan Kulon
Progo diakibatkan oleh kebijakan
pembangunan yang terlalu bertumpu pada
dimensi sektoral. Ini jelas tampak dengan
dominannya penerapan asas dekonsentrasi
dan orientasi sektoral pemerintah pusat. Di
daerah nampaknya tidak jauh berbeda. Ini

- terlihat dari kuatnya fanatisme dinas dan

pendekatan sektoral dalam Propeda/
Renstrada. Ini tercermin dari dokumen-
dokumen perencanaan yang tidak ada
rincian program maupun aksi hingga tingkat
kecamatan, apalagi kelurahan. RUTRW
(Rencana Umum Tata Ruang Wilayah)
nampaknya dalam praktek tidak banyak
dimasukkan dalam Renstrada, tak. lebih
hanya sebagai “tempelan”. Bahkan di

banyak daerah RUTRW sering dikalahkan
dengan .obsesi kepala daerah yang

-berorientasi jangka pendek dan pragmatis,

sejalan dengan masa jabatannya.

Belum dimasukkannya dimensi spasial
dalam perencanaan pembangunan disadari
ketika ketimpangan antardaerah mulai
terasa. Di banyak kasus, pertumbuhan
ekonomi tidak selalu sejalan dengan
pemerataan. Ekoncm menyebutnya sebagai
trade-off. Indeks entropi Theil, sebagai
indikator  ketimpangan  spasial,
menunjukkan trend peningkatan yang
signifikan selama 1991-2002 (lihat Gambar
4). Artinya, memang ada indikasi kuat
terjadinya ketimpangan aktivitas ekonomi
antar daerah di DIY meskipun khusus untuk
Kabupaten Sleman mengalami tren
penurunan. :

Gambar 4. Ketimpangan Antardaerah di DIY

indeks Entropi Theil

Indeké‘ Entropi Theil

ol KRR
Y

Mt
T

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Téhun

Sumber: Diolah dari BPS
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Diabaikannya dimensi spasial
membuat warna pembangunan daerah
ditentukan “mekanisme pasar”. Akibatnya
modal dan orang cenderung memilih daerah
yang menawarkan retum yang lebih tinggi
dan menarik, yang pada gilirannya daerah
yang maju semakin maju, yang tertinggal
tetap tertinggal. Pertanyaannya, mengapa
tipologi daerah di DIY sepertiitu? Faktorapa
di balik perubahan positioning daerah
kabupaten/kota ini? '

Di kalangan para ahli ekoncmi regional
dikenal setidaknya dua teori. Perfama, teori
kutub pertumbuhan (growth pole theory),
yang menjelaskan adanya konsentrasi
pertumbuhan daerah di pusat (core), yang
tidak selalu berdampak positif bagi daerah
pinggiran (hinterland). Boleh dikata, kutub
pertumbuhan di provinsi DIY adalah kota
Jogja, yang selama 15 tahun terakhir
cenderung berkembang ke utara khususnya
ke wilayah kabupaten Sleman.

Kedua, teori aglomerasi ekonomi, yang
menjelaskan peranan urbanization econo-
mies dan localization economies.
‘Penghematan urbanisasi’ terjadi karena
orang dan investor lebih suka memilih
kawasan perkotaan, yang menawarkan
penghematan biaya akibat kemudahan
aksesibilitas dan keberadaan infrastruktur
kota. 'Penghematan lokalisasi’ muncul
karena kedekatan geografis terhadap
surmber bahan haku, tenaga kerja, dan
knowledge spiftover, menawarkan manfaat
konsentrasi spasial.

Kesimpulan

Artikel ini telah mencoba memberikan
bukti empiris adanya perkembangan
aglomerast di DIY, yang temyata membentuk
aglomerasi penduduk dan industri pada saat
yang bersamaan. Aglomerasi berada di
wilayah kota Yogyakarta, yang juga

mencakup kecamatan-kecamatan di wilayah
kabupaten Sleman yang langsung
berbatasan dengan kota ini. Adanya
aglomerasi aktivitas ekonomi dan penduduk
di kota Jogja yang cenderung ke arah utara
(baca: kabupaten Sieman) telah
menyebabkan peningkatan ketimpangan
pembangunan antar kabupaten/kota di DIY.

. Dalam konteks ini, diperlukan
reorientasi strategi pembangunan daerah.
Periama, strategi pembangunan ekonomi
lokal perlu menekankan dimensi spasial.
Pendekatan kluster bagi pengembangan
bisnis di daerah merupakan trend, yang
banyak dianut di banyak negara (Kuncoro, .
2002; Porter, 1598). Impiikasinya, bagi
daerah perlu mengkombinasikan
pendekatan sektoral berbasis kluster: di
mana bisnis/sektor unggulan daerah
cenderung berlokasi dan mengelompok?

Kedua, ketertinggalan Gunung Kidul
dan Kulon Progo barangkali karena
mayoritas kelurahan/desanya masih
termasuk kawasan perdesaan. Dari 18
kecamatan di Gunung Kidul, 139 dari 144
kelurahan/desa tergolong kawasan
perdesaan. Dari 12 kecamatan di Gunung
Kidul, 75 dari 88 kelurahan/desa tergolong
kawasan perdesaan. Desa, yang jauh
dengan keramaian dan hiburan, umumnya
masih tertinggal dalam berbagai jenis
infrastruktur. Karena itu, dapat dipahami,
kantong kemiskinan umumnya berada di
daerah perdesaan. Oleh karena itu, strategi
pembangunan perdesaan nampaknya periu.
diintegrastkan dengan strategi pengembangan
kota, dengan mengembangkan keterkaitan
desa-kota (rural-urban linkage) dan jejaring

antarkota (nefwork cities).

Ketiga, diperiukan big push bagi
percepatan pembangunan daerah tertinggal.
‘Daya dorong’ yang tinggi bisa diartikan modal
dan infrastruktur. Aksesibilitas modal dan

14
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keberpihakannya kepada daerah yang
tertinggal merupakan langkah strategik.
Pengembangan infrastruktur ekonomi, yang
menghubungkan daerah tertinggal dengan
pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring
internasional, nampaknya perlu menjadi
prioritas bagi pemerintah pusatmaupun daerah.

Di sinilah letak pentingnya menyusun
" perencanaan jangka panjang dan rencana
aksi bagi daerah tertinggal. Sayangnya saat
ini belum ada koherensi dan sinergi antara
.visi maupun Renstrada antardaerah di DIY.
Tabel 7 merangkum visi dan misi seluruh
kabupaten/kota dan provinsi di DIY. Terlihat
masing-masing daerah memiliki visi dan misi
yang berbeda, sejalan dengan tuntutan
masyarakat, kebutuhan daerah, dan
perspektif perencanaan di masing-masing
daerah. Apalagi saat ini fanatisme sektoral
mulaf beralih menjadi fanatisme daerah yang
cenderung berlebihan. Rencana Aksi

-Strategis Pengembangan Perekonomian -

DIY dan Outline Business Plan (KR, 10/12/
2004), yang disusun PSPPR UGM dan

- Bappeda DIY, nampaknya belum secara

eksplisit memasukkan ketiga usulan
reorientasi strategi pembangunan daerah dj
atas. Perhatian terhadap daerah tertinggal
masih minimal.

Implikasinya, bagi pemda, DPD dan
DPRD, jelas merupakan peketjaan rumah
yang tidak ringan, terutama bagaimana
mempercepat pembangunan daerah
tertinggal. DIY membutuhkan kutub-kutub
pertumbuhan ekonomi baru di luar Kota
Jogja dan Sleman agar pemerataan aktivitas
ekonomi, dan pada gilirannya pemerataan
pendapatan dapat meningkat di mendatang.
Pembangunan mal baru, yang semua
berada di kota Jogja dan Sleman, perlu
diarahkan agar menciptakan keterkaitan
dengan aktivitas ekonomi rakyat, yang
mayoritas tinggal di perdesaan dan daerah

tertinggal. @

' Tabel 7. Visi dan Misi Propinsi, Kabupaten dan Kota di DIY

NG, | RAE/OTA/PR

visl
op i

1 Dy

Termujudnya pembangunan regional sebagai wahana
menuju pada kondisi DIY pada tahun 2020 sebagai pusat
pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka
dalam linghungan masyarakat yang majs, mandir,
sejahtera lahir batin, didukung oleh nilzi-nifai kejuangan
dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang
bak dengan mengembangkan ketahanan sosial, hudaya
dan sumber daya beskelanjutan

Pusat pendidikan terkemula di Indonesia

Pusat kebudayaan teskemuka di Indonesia dengan
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagal pusat
budaya

Daesah otonom berdasarkan good govemance

Wilayah pembanguran yang terpadu, kompetitif dan
sinergi antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan
efektif

Daerah tujuan wisata MICE (Meeting, Incentive,
Conference and Exhibition} utama di Indonesia

Wilayah pengembangan wisata dalam arti fuas
{pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan,
kehutanan}, yang didukung oleh berkembangnya
perekonomfan. !

Kota
Yogyakarta

Teiwgjudnya pembangunan Kota Yogyakada dalam
rngka melefakkan  kerangka dasar menujr Kota
Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas,
kota pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan
pelayanan jasa prima, ramah lingkungan serta masyarakat
madani yang didukung pemerintah yang baik.

Kota Yogyalata menuju kota pendidikan yang
berkualitas didukung oleh masyarakat, swasta yang
berilmu pengetahuan dan teknofogi

Kota Yogyakarta memiju sebagai kota pariwisata

Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan
pelayanan jasa

Menjaga, melestarikan dan mengembangkan lingkungan
dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan -
Memajukan warga masyarakat dalam setiap aspek
kehidupan .
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Sumber: Pemnda DIY (2003); Kuncoro (2004: bab 4)

3 Kabupaten Bantul Projotamansan sejahtera, demckratis, dan agamis. | »  Mewujudkan  kesejahteraan  dengan  prioritas
Bantul (Projotamansari: produktif dan pmfsmnal hijay dan mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan
rindang,tertib, aman, sehat, asri. masyarakat
*  Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bertanggungjawab
¢ Mewujudkan demolratisasi dalam segala aspek
kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan
menjartin tegaknya supremasi hukum
¢+ Mewjudkan peningkatan produksi, preduktifitas, dan
nilai tambah hasil-hasil ~ potensi daerah yang
berkelanfutan dan bervawasan lingkungan.
4 Kabupaten Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang maju; | «  Penerapan dan pengembangan teknologi
Sleman sejahtera, lestari, mandir, berdaya saing, damai, | «  Peninghatan pedumbuhan ekonomi
demokratis, agamis dan berkeadilan *  Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
v *  Pelestarian lingkungan hidup
*  Pelestarian nilai-nilai budaya
= Penataan dan optimalisasi birchrasi -
B *  Pembendayaan masyarakat dalam pembangunan
s Peninghatan perididikan masyarakat
= Peningkatan penegakan supremasi hufum
- s Peningkatan keszdaran berdemokrasi
h *  Peningkatan kualitas beragama
¢ Pemerataan pemanfaatan sumber daya
5 Kabupaten Terwjudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat | +  Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
KulonProge | Kulen Progo, didukung pemerintahan yang baik dan | ditandai dengan redibilitas aparatur pemerintahan
bersth, pengembangan sumber daya daerah, ketahanan yang profesional, trmnsparan dan akuntabel serta
sosial budaya dan berwawasan kebangsaan. terwujudnya demokrasi dan penegakan supremasi
hukum -
+  Pengembangan sumber daya daerah baik S0 melalui
- “pengembangan pendidikan maupun SDA terutama
komoditas pertanian dafam arti luas dengan
mengembangkan. ekonomi kerakyatan dengan prioritas
pada agrobisnis
*  Ketahanan sosial budaya yang diwujudkan dengan
pelaksanaan pembangunan kesehatan, peningkatan
kesejahteraan  _sosial, kualitas beragama,
. pengembangan _ seni budaya dan  pariwisata,
peningkatan peran perempuan, pemuda, dan olah raga
*  Penanaman wawasan kebangsaan untuk mempertebal
© rasa persatuan dan kesatuan anfar selunih warga
masyarakat
[ Kabupaten Terwujudnya Kabupaten Gunung Kidul sebagai daerah | »  Pemantapan sistem dan, kelembagaan pemerintah
Gunung Kidul | pengembangan pertanian, industri kecil dan menengah, | daerah serta peningkatan kemampuan aparatur
sehat, pariwisata yang berbwdaya dengan didukung |+  Pemantapan  kelembagaan  serta  peningkatan
pemerintahan yang baik dan seuber daya manusia yang kemarapuan masyarakat
berkualilas menuju kemandirfan serta peningkatan taraf | « Penegakan hukum
hidup masyarakat tahun 2005. *  Peningkatan kemampuan kevangan daerah -
- . ‘s Penyediaan prasarania dasar yang memadai
N *  Pengembangan sumhber daya pertanian, pariwisata,
industri kecil, dan menengah berbasis pada. potensi
- lokal dan berorientasi pedesaan
+ Peningkatan pendapatan masyarakat melalui sistem
i ekonomi kérakyatan -
»  Peningkatan peran serta masyarakat
- *  Peningkatan kerjasama antar daerah
- B *  Peningkatan kelestarian alam dan lingkungan hidup
- *  Peningkatan iman dan taqwa -
» - Peningkatan budaya berdasarkan nilai luhur Pancasila
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